
 24 Jurnal Riset Akuntansi/Volume 15/No 1/April 2023 

 

NORMA PRIBADI DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK: 
APAKAH KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH 

BERPERAN? 
 

PERSONAL NORM AND TAXPAYER COMPLIANCE: DOES 
TRUST IN GOVERNMENT PLAY A ROLE? 

 
Amir Hidayatulloh 

Universitas Ahmad Dahlan 
amir.hidayatulloh@act.uad.ac.id  

 
Kahfi Fikrianoor 

Universitas Ahmad Dahlan 
kahfifikri@gmail.com  

 
 

Abstract  
 

The purpose of this study was to analyze the effect of personal norms and 
trust in the government on taxpayer compliance. In addition, this study also 
aims to analyze whether trust in the government mediates the effect of 
personal norms on taxpayer compliance. The population of this study is 
individual taxpayers in Kalimantan, while the sample of this study is individual 
taxpayers who are registered at the Central Kalimantan KPP. The sampling 
technique uses purposive sampling, with the criteria of individual taxpayers 
having a Taxpayer Identification Number. Data was collected by distributing 
questionnaires with the help of social networks. Data analysis technique uses 
Partial Least Square (PLS) with the help of WarpPLS. Respondents in this 
study amounted to 104 respondents. This research is different from previous 
research, research does not only link personal norms with taxpayer 
compliance, but also connects it to the trust variable which functions as a 
mediating variable. This study obtained the results that individual taxpayer 
compliance was influenced by personal norms and trust in the government, 
but trust in the government did not mediate the effect of personal norms on 
taxpayer compliance. 
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Abstrak  
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh norma pribadi 
dan kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain 
itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis apakah kepercayaan pada 
pemerintah memediasi pengaruh antara norma pribadi terhadap kepatuhan 
wajib pajak. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di 
Kalimatan, sedangkan sampel penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi 
yang terdaftar di KPP Kalimatan Tengah. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling, dengan kriteria wajib pajak orang pribadi 
yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Data dikumpulkan dengan 
menyebarkan kuesioner dengan bantuan jejaring sosial. Teknik analisis data 
menggunakan Partial Least Square (PLS) dengan bantuan WarpPLS. 
Responden penelitian ini berjumlah 104 responden. Penelitian ini berbeda 
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dengan penelitian sebelumnya, penelitian tidak hanya menghubungkan norma 
pribadi dengan kepatuhan wajib pajak, akan tetapi juga menghubungkan 
dengan variabel kepercayaan yang berfungsi sebagai variabel mediasi. 
Penelitian ini memeroleh hasil bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
dipengaruhi oleh norma pribadi dan kepercayaan pada pemerintah, akan 
tetapi kepercayaan pada pemerintah tidak memediasi pengaruh antara norma 
pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak.  

 
Kata kunci: Norma Pribadi, Kepercayaan Pada Pemerintah, Kepatuhan 

Wajib Pajak 
 

I. PENDAHULUAN  

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pajak 

adalah bentuk kontribusi masyarakat yang dibebankan kepada orang pribadi atau 

badan yang sifatnya dapat dipaksakan dengan timbal balik secara tidak langsung 

dan penerimaan dari pajak digunakan untuk kemakmuran masyarakat (Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2007). Pajak merupakan salah satu pendapatan dan 

pemasukan negara paling utama yang digunakan untuk membiayai rumah tangga 

negara, misalnya pembangunan fasilitas publik sampai dengan hal-hal penting dalam 

perekonomian Indonesia (Suyanto, 2016). Meskipun pajak adalah pendapatan 

utama, akan tetapi pemerolehan pemerintah dari sektor pajak belum maksimal. Hal 

ini terlihat dari tax ratio di Indonesia yang masih rendah bahkan cenderung 

mengalami penuruan dari tahun 2007 sampai dengan 2018 (Kementerian Keuangan 

Republik Indonesia, 2019). Dengan demikian, perlu dilakukan analisis guna 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Sehingga, tax 

ratio juga mengalami peningkatan.  

Salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah norma 

pribadi. Menurut Schwartz (1977), norma pribadi adalah perasaan seseorang untuk 

melakukan atau menahan diri dari suatu tindakan tertentu. Tindakan tersebut dapat 

berupa tindakan kepatuhan wajib pajak. individu yang memiliki norma pribadi akan 

bertanggung jawab atas tindakannya apabila individu melakukan kesalahan termasuk 

dalam aktivitas penghindaran pajak. Dengan demikian, norma pribadi memiliki 

implikasi penting dalam pengambilan keputusan individu.  

Penelitian ini tidak hanya menghubungkan norma pribadi dengan kepatuhan 

wajib pajak, akan tetapi juga menghubungkan dengan variabel kepercayaan yang 

berfungsi sebagai variabel mediasi. Kepercayaan yang digunakan adalah 

kepercayaan terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak. Individu dapat 

melakukan penilaian apakah pemerintah telah memaksimalkan penerimaan pajak 

guna memajukan perekonomian negara. Sehingga, ketika individu memiliki norma 

pribadi, individu tersebut akan mengetahui apakah percaya pada pemerintah 

merupakan hal baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian penting dilakukan 

karena penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pemerintah terkait dengan 

faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, 

pemerintah dapat merumusan kebijakan terkait dengan cara untuk meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak.   

Penelitian in dilakukan pada salah satu provinsi di Indonesia yaitu Provinsi 

Kalimantan tengah. Tahun 2019, Propinsi Kalimatan tengah menerima realisasi 

penerimaan pajak sebesar 4,95 triliun. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di 

pulau Kalimantan masih tergolong rendah, misalnya Kalimantan Timur dan 
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Kalimantan Utara dengan penerimaan pajak sebesar 23,27 triliun (Puspa, 2019), 

Kalimantan Barat sebesar 5,773 triliun (Kalbar.antaranews.com, 2019), dan 

Kalimantan Selatan 11,6 Triliun (Hanafi, 2019). Oleh karena itu, penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis pengaruh norma pribadi terhadap kepatuhan wajib 

pajak jika kepercayaan pemerintah sebagai variabel mediasi.  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dari sisi praktis 

maupun teori. Dari sisi praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi kepada 

pemerintah terkait faktor yang dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Sehingga, 

hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah sebagai pedoman 

dalam penyusunan kebijakan terkait pajak. Selain itu, penelitian ini juga memberikan 

kontribusi dari sisi teori yaitu teori ini memperluas penelitian pada bidang perpajakan.  

 

 

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS  
 
Norma Pribadi 
Menurut Schwartz (1977), norma pribadi adalah perasaan untuk melakukan atau 

menahan diri dari tindakan tertentu. Norma pribadi digunakan ketika seseorang 

mengakui bahwa tindakan yang mendukung kehidupan sosial akan berpengaruh 

bagi individu lain, sehingga ketika individu tersebut melakukan tindakan yang salah 

maka individu tersebut akan bertanggung jawab dan mengakui kesalahannya. 

Menurut Cialdini & Trost (1998); Wenzel (2005), norma pribadi menunjukan standar 

moral dan perilaku individu. Norma pribadi dapat berkembang melalui internalisasi 

norma sosial kelompok masyarakat yang diidentifikasikan dengan seseorang 

(Wenzel, 2005). 

Kepercayaan Kepada Pemerintah 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 (2000), transparansi adalah satu 

tindakan untuk menciptakan kepercayaan masyarakat pada pemerintah dengan 

menyediakan dan menjamin kemudahaan dalam memperoleh informasi dan data 

yang akurat. Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2018) menyatakan bahwa rasa 

percaya pada pemerintah akan meningkat jika pemerintah percaya pada masyarakat 

sehingga masyarakat pun percaya pada pemerintah. Kepercayaan terhadap 

pemerintah akan memberikan manfaat bagi golongan sehingga secara tidak 

langsung akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal serupa juga diungkapkan 

oleh Jackson & Milliron (1986), kepercayaan pemerintah memiliki pengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, ketika warga negara kehilangan 

kepercayaan pada pemerintah, mereka mulai percaya bahwa kewajiban pajak terlalu 

tinggi (Rudolph, 2009). Sehingga rasa tidak percaya terhadap pemerintah akan 

menjadi alasan untuk melakukan penghindaran atau pelanggaran pajak. 

Kepatuhan Pajak 

Kepatuhan pajak adalah pelaporan pendapatan dan pembayaran pajak kepada 

Direktorat Jenderal Pajak dalam waktu yang telah diatur dalam undang-undang dan 

peraturan perpajakan yang berlaku serta dapat menjadi pengadilan (Mas’ud, 2014). 

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan self assessment system 

dimana wajib pajak menghitung, melapor dan membayar pajak terutang kepada 

KPP setempat. Pada sistem ini kepatuhan wajib pajak sukarela sangat dibutuhkan 

kejujuran dan keandalan data yang dilaporkan oleh wajib pajak sendiri. Bentuk 

kepatuhan pajak terbagi menjadi dua yaitu kepatuhan pajak sukarela dan kepatuhan 

pajak yang dipaksakan (Herman et al., 2019).  Kepatuhan pajak sukarela 
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merupakan pelaporan informasi pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara 

sukarela tanpa adanya paksaan dengan menilai dan membayar sendiri jumlah 

kewajiban pajak yang sesuai kepada otoritas perpajakan dan sesuai dengan 

prosedur hukum perpajakan yang berlaku. Sedangkan kepatuhan pajak yang 

dipaksakan merupakan ketersediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya 

karena adanya hukum dan aturan yang berlaku dan merasa takut untuk di periksa 

ketika melakukan pelanggaran perpajakan 

 

Kerangka Penelitian dan Pengembangan Hipotesis 

Dari uraian sebelumnya, maka rerangka penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 1. Kerangka Penelitian 

Keterangan: 

NP : Norma Pribadi 

KP : Kepercayaan pada Pemerintah 

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak 

 

Pengaruh Norma Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Penelitian Jimenez & Iyer (2016) menghasilkan pengaruh langsung antara norma 

pribadi pada kepatuhan pajak. Lebih lanjut, norma pribadi sulit untuk memiliki 

pengaruh langsung karena norma pribadi dibentuk melalui internalisasi pengalaman 

yang dapat diperoleh dari norma deskriptif (perilaku actual orang lain), norma 

perintah (ekspektasi masyarakat umum), dan norma subjektif (harapan dari teman 

dekat). Di sisi lain, norma pribadi adalah norma sosial yang paling penting dari 

individu. Norma pribadi menunjukan standar moral individu dan ekspektasi perilaku 

(Cialdini & Trost, 1998;Wenzel, 2005). Norma pribadi dapat berkembang melalui 

internalisasi norma sosial dari kelompok yang diidentifikasikan dengan individu 

(Wenzel, 2005). Artinya, beberapa norma sosial terpenting menjadi bagian dari 

standar moral individu itu sendiri. Hal ini karena norma pribadi mencerminkan 

keyakinan individu, norma tersebut memiliki pengaruh signifikan pada semua perilaku 

termasuk perilaku kepatuhan pajak. Dengan demikian hipotesis pertama adalah 

sebagai berikut:  

H1: Norma pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

 

Pengaruh Norma Pribadi Terhadap Kepercayaan Pada Pemerintah 

Selain menguji norma pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak, peneliti juga 

menguji apakah norma pribadi mempengaruhi karakteristik pribadi lainnya, seperti 

kepercayaan pada pemerintah. Dari beberapa studi norma pribadi memiliki pengaruh 

pada banyak perilaku dan opini (Bamberg et al., 2007; Cialdini & Trost, 1998). Norma 

pribadi juga dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 
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Adanya norma pribadi, masyarakat memiliki persepsi bahwa percaya pada 

pemerintah merupakan tindakan yang didukung oleh kehidupan sosial. Dengan 

demikian, hipotesis kedua adalah sebagai berikut: 

H2: Norma pribadi berpengaruh terhadap kepercayaan kepada pemerintah 

 

Pengaruh Norma Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui 

Kepercayaan Pada Pemerintah 

Menurut Jimenez & Iyer (2016),  norma pribadi sulit untuk memiliki pengaruh 

langsung dengan kepatuhan wajib pajak. Sehingga, peneliti ingin menguji apakah 

kepercayaan akan memediasi pengaruh antara norma pribadi terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Norma pribadi yang dirasakan oleh individu dapat mengetahui apakah 

mempercayai pemerintah dalam pengelolaan pajak merupakan hal yang benar. Oleh 

karena itu, individu tersebut telah percaya terkait pengelolaan pajak, maka individu 

tersebut akan patuh terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak dalam hal ini adalah 

membayar pajak. Dengan demikian, hipotesis ketiga adalah sebagai berikut: 

H3: Norma pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui 

kepercayaan pada pemerintah 

 

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN  
Penelitian ini menggunakan wajib pajak orang pribadi di Kalimatan sebagai 

populasi. Sedangkan, sampel yang digunakan merupakan wajib pajak orang pribadi 
yang terdaftar di KPP Kalimantan Tengah. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan Purposive Sampling dengan kriteria wajib pajak orang pribadi yang 
memiliki NPWP. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner 
yang disebarkan dengan bantuan jejaring sosial. Variabel penelitian ini terdiri dari 
norma pribadi, kepercayaan pada pemerintah dan kepatuhan wajib pajak.  

Norma pribadi didefinisikan sebagai perasaan untuk melakukan atau menahan 
diri dari tindakan tertentu (Schwartz, 1977). Norma pribadi diukur dengan dua 
pernyatan yang diadopsi dari (Bobek et al., 2007).  

Kepercayaan pada pemerintah merupakan perasaan yang dirasakan oleh warna 
negara untuk bertindak kepada pemerintah meskipun terdapat keterbatasan 
kemampuan untuk melakukan pengendalian pada pemerintah secara langsung 
(Jimenez & Iyer, 2016). Kepercayaan pada pemerintah diukur dengan dua item 
pernyataan yang diadopsi dari (Miller, 1974).   

Menurut Mas’ud (2014), kepatuhan pajak adalah pelaporan pendapatan dan 
pembayaran pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam waktu yang telah diatur 
dalam undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku serta dapat menjadi 
perintah pengadilan. Kepatuhan pajak diukur dengan enam item pernyataan yang 
diadopsi dari (Effendi & Hidayatulloh, 2020). Masing-masing variabel diukur dengan 
menggunakan skala likert lima poin. 

Penelitian ini menggunakan analisis path dengan menggunakan model PLS 
sebagai persamaan struktural (SEM) dengan bantuan aplikasi analisis WarpPls 6.0. 
Analisis struktural adalah kumpulan dari beberapa teknik statistik yang dapat 
memungkinkan pengujian hubungan hipotesis yang relatif rumit secara simultan. 
Pengujian validitas dan reabilitas menggunakan model pengukuran dan model 
struktural digunakan untuk menguji hipotesis dengan model prediksi (Hartono & 
Abdillah, 2014). 

Model pengukuran digunakan untuk menguji suatu konsep dan model penelitian 
dalam prediksi hubungan relasional dan kausal perlu adanya langkah purifikasi 
didalam model yang perlu dilakukan. Pengujian validitas kontruk dan reliabilitas 
instrument dalam penelitian ini menggunakan model pengukuran (Hartono & 
Abdillah, 2014) 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
Responden penelitian ini berjumlah 104 responden yang terdiri dari 32 responden 

berjenis kelamin laki-laki dan 72 responden berjenis kelamin perempuan. Usia 
responden didominasi oleh usia 20-30 tahun (55 responden). Sedangkan, responden 
didominasi oleh wajib pajak yang terdaftar di KPP Sampit. Deskripsi usia dan 
sebaran KPP disajikan pada tabel 1.  

 
Tabel 1. Deskripsi Usia dan Sebaran KPP  

Keterangan Jumlah 

Usia 

20-30 55 

30-40 30 

40-50 14 

50-60 5 

Wilayah KPP 

KPP Sampit 87 

KPP Pangkalanbun 8 

KPP Palangkaraya 7 

KPP Pulangpisau 2 

                              Sumber: data primer, diolah (2022) 

 
Pengujian validitas adalah pengujian konstruk yang meliputi validitas konvergen 

dan validitas diskriminan. Validitas diskriminan terkait dengan pengukuran konstruk 
yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi tinggi sedangkan validitas konvergen 
berhubungan dengan prinsip pengukur dari konstruk seharusnya tinggi (Sholihin & 
Ratmono, 2013). Adapun hasil pengujian validitas dan reliabitas disajikan pada tabel 
2 dan tabel 3.  

Tabel 2. Hasil Pengujian Validitas 

 NP KP KWP AVEs 

NP1 0,957   
0,927 

NP2 0,919   

KP1  0.987  
0,779 

KP2  0,976  

KWP1   0.905 

0,804 

KWP2   0,961 

KWP3   0,884 

KWP4   0,951 

KWP5   0,981 

KWP6   0,931 

                Sumber: data primer, diolah (2022) 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa semua indikator variabel yang diujikan 

sudah valid. Hal tersebut dapat dilihat bahwa nilai Faktor loading lebih besar dari 0,7 
dan dengan nilai AVEs lebih besar dari 0,5. 

 
Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas 

Composite 
Reability 

NP KWP KP 

0,924 0,902 0,785 

Sumber: data primer, diolah (2022) 
 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa semua nilai Composite Reability 
berada diatas 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini 



 30 Jurnal Riset Akuntansi/Volume 15/No 1/April 2023 

 

relialibel dan dapat diuji kedalam tahap selanjutnya. Hasil uji hipotesis disajikan 
pada gambar 2.  

 
 

 
 

Sumber: data primer, diolah (2022) 
Gambar 2. Hasil Uji Model 

 
Gambar 2 untuk menunjukan bahwa norma pribadi berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukan dengan nilai signifikasi (<0,01) yang lebih 

kecil dibandingkan dengan 0,05 (H1 terdukung). Hasil ini memperkuat hasil penelitian 

Jimenez & Iyer (2016) yang menyatakan bahwa norma pribadi berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa wajib pajak yang patuh merupakan hal 

yang benar berdasarkan keyakinan yang dimilikinya. Wajib pajak yang memiliki 

kesadaran akan pentingnya pajak akan membayarkan pajaknya. Hal ini guna 

memenuhi kewajiban perpajakan yang harus dipenuhinya.  

Penelitian ini juga memperoleh hasil bahwa norma pribadi berpengaruh terhadap 

kepercayaan pada pemerintah. Hal ini ditunjukan dengan nilai signifikasi (<0,01) yang 

lebih kecil dibandingkan dengan 0,05 (H2 terdukung). Hasil penelitian selaras dengan 

hasil penelitian (Cialdini et al., 1990) yang menyatakan bahwa norma pribadi 

berpengaruh terhadap kepercayaan pemerintah. Norma pribadi merupakan salah 

satu faktor yang berpengaruh pada proses pengambilan keputusan. Dengan 

demikian, ketika masyarakat merasa yakin memberikan kepercayaan pada 

pemerintah untuk mengambil sebuah keputusan yang baik maka masyarakat akan 

sepenuhnya percaya pada pemerintah. Dengan demikian, semakin tinggi keyakinan 

masyarakat (norma pribadi) untuk percaya pada pemerintah maka semakin tinggi 

kepercayaan yang diperoleh pemerintah untuk mengambil sebuah keputusan atau 

kebijakan.  

Pengujian variabel mediasi perlu dilakukan pengujian tambahan. Menurut 
Sholihin & Ratmono (2013), dalam pengujian hipotesis variabel mediasi perlu 
diperhatikan dua hal yaitu pertama jika nilai koefesien tetap dan nilai signifikan tetap 
atau sama maka hipotesis mediasi tersebut tidak terdukung. Kedua, jika nilai 
koefesien turun dan nilai signifikan tetap/berubah maka hipotesis mediasi terdukung 
sebagian/penuh. Adapun pengujian tambahan sebagai berikut: 

 

 
Sumber: data primer, diolah (2022) 

Gambar 3. Model Direct Effect 
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Sumber: data primer, diolah (2022) 
Gambar 4. Model Indirect Effect 

 
Gambar 3 dan gambar 4 menunjukan bahwa tidak ada kenaikan atau penurunan 

pada nilai koefisien dan signifikasi (H3 tidak terdukung). Dengan demikian, pengaruh 

norma pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak tidak dimoderasi oleh variabel 

kepercayaan pada pemerintah. Hal ini sesuai dengan (Jimenez & Iyer, 2016) yang 

menyatakan bahwa norma pribadi berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Wajib 

pajak yang memiliki kesadaran akan pentingnya pajak, maka wajib pajak tersebut 

akan memenuhi kewajiban perpajakannya.  

V. KESIMPULAN DAN SARAN 
Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh norma pribadi dan kepercayaan pada 

pemerintah. Norma pribadi dapat dikembangkan melalui internalisasi norma sosial 
dan norma kelompok. Hal ini berarti bahwa norma sosial merupakan hal terpenting 
yang menjadi bagian standar moral individu yang mana memiliki pengaruh signifikan 
pada perilaku kepatuhan wajib pajak. Adanya norma pribadi juga memengaruhi 
kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Adanya norma pribadi, masyarakat akan 
berpersepsi bagwa percaya pada pemerintah adalah tindakan yang didukung oleh 
kehidupan sosial. Akan tetapi, penelitian ini memperoleh hasil bahwa pengaruh 
norma pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak tidak dimediasi oleh variabel 
kepatuhan wajib pajak. 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu penelitian ini tidak mengkhususkan 

wajib pajak, misalnya tenaga kerja tetap, tenaga kerja tidak tetap, dan lain 

sebagainya. Dengan demikian, penelitian selanjutnya dapat mengkhususkan wajib 

pajak, misal tenaga kerja tidak tetap atau pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 

Keterbatasan penelitian juga sampel penelitian ini hanya terbatas pada wajib pajak 

yang berada di Kalimatan Tengah, sehingga penelitian selanjutnya dapat 

memperluas sebaran sampel penelitian, misalnya seluruh Indonesia.  
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